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ABSTRAK 

SINDI ANTIKA. 2023. Evaluasi Terhadap Struktur Pengendalian Internal 

Atas Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bantaeng Unit Bontomanai. Skripsi 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh: Bapak Chairul Ihsan 

Burhanuddin Dan Bapak Abd. Salam  

 Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi struktur pengendalian internal 

atas prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai dalam mendukung terciptanya 

praktek-praktek perkreditan yang sehat dan mencegah terjadinya kredit 

bermasalah. Sampel dalam penelitian ini diambil di kantor BRI Unit Bontomanai 

Cabang Bantaeng. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan 

data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Sumber data yang 

digunakan dalam pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa struktur pengendalian internal atas prosedur 

pemberian kredit usaha rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai 

Cabang Bantaeng dalam aktivitas layanan pemberian Kredit Usaha Rakyat 

(KUR), dimana struktur pengendalian internal yang berfokus pada dua dimensi 

yaitu perencanaan dan pengendalian operasional sedangkan pengambilan 

keputusan berfokus pada tiga dimensi yaitu proses pengambilan keputusan, 

penemuan masalah, dan pemecahan masalah. 

 

Kata Kunci : Pengendalian Internal, Prosedur Kredit, Pengambilan 

keputusan, Kredit Usaha Rakyat (KUR). 
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ABSTRACT 

SINDI ANTIKA. 2023. Evaluation of the Internal Control Structure of the 
People's Business Lending (Kur) Procedure At PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk. Bantaeng Branch Bontomanai Unit. Thesis Department of 
Accounting Faculty of Economics And Business, University of 
Muhammadiyah Makassar. Supervisor By Mr. Chairul Ihsan Burhanuddin 
And Co-Supervisor Abd. Salam 
 The purpose of this study is to evaluate the structure of internal control 
over the procedure for granting people's business loans (KUR) at PT. Bank 
Rakyat Indonesia Bantaeng Unit Bontomanai Branch in supporting the creation of 
sound credit practices and preventing non-performing loans. The samples in this 
study were taken at the BRI Unit Bontomanai Bantaeng Branch office. The type 
of research used in this study is descriptive research using a qualitative 
approach. Data collection is carried out by observation and interviews. Data 
sources used in data collection are primary data and secondary data. The results 
showed that the structure of internal control over the procedure for granting 
people's business loans to PT. Bank Rakyat Indonesia Bontomanai Unit 
Bantaeng Branch in the activities of providing People's Business Loans (KUR), 
where the internal control structure focuses on two dimensions, namely planning 
and operational control while decision making focuses on three dimensions, 
namely the decision-making process, problem discovery, and problem solving. 

 

Keywords: Internal Control, Credit Procedures, Decision Making, People's 
Business Credit (KUR). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Pengendalian 

internal adalah proses kegiatan audit, mereview, mengevaluasi, pemantauan 

dan kegiatan pengawasan terhadap tugas dan fungsi organisasi untuk 

mendapatkankan keyakinan yang cukup memadai bahwa kegiatan yang 

dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang sudah ditetapkan oleh 

perusahaan. Unsur pengendalian internal terdiri atas lingkungan 

pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian informasi dan 

komunikasi, serta pemantauan atas pengendalian internal.  

Pengendalian internal pemberian kredit merupakan suatu sistem 

yang dilakukan guna menjaga agar kredit yang disalurkan lancar, produktif 

dan tidak macet. Pengendalian internal pemberian kredit bertujuan untuk 

mengawal kegiatan perusahaan, menjaga agar kredit yang disalurkan oleh 

bank tetap aman, melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian 

apabila terjadi kredit macet atau kredit bermasalah, mengevaluasi prosedur 

penyaluran kredit, serta memperbaiki kesalahan analisis kredit agar 

kesalahaan yang sama tidak terulang kembali. 

Menurut Mahmud (2018) Struktur pengendalian internal dirancang 

dengan tujuan pokok antara lain: menjaga keamanan dan catatan 

organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, dan 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dengan adanya struktur 

pengendalian internal ini dapat menjadi salah satu alat bantu manajemen 
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dalam meningkatkan efektivitas perusahaan dalam memberikan analisis, 

rekomendasi, bimbingan serta review informasi dalam pemberian kredit yang 

biasa disebut dengan pemberian kredit usaha rakyat (KUR). 

 Menurut Suyatno (2017) Keberadaan bank merupakan hal yang penting 

dalam dunia usaha. Keterkaitan antara dunia usaha dengan lembaga 

keuangan bank memang tidak bisa dilepaskan, apalagi dalam pengertian 

investasi dan kredit. Pihak bank akan menyalurkan kredit berupa kredit 

investasi dan modal kerja yang dibutuhkan oleh pihak dunia usaha. Dalam 

hal inilah pihak bank terus mengembangkan kompetensi yang lain dibidang 

kredit untuk menggalang pertumbuhan kredit yang berkesinambungan 

sekaligus menjalankan fungsinya sebagai jasa intermediasi keuangan.  

 Menurut Kasmir (2019) Bank sebagai salah satu badan usaha/lembaga 

keuangan merupakan lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dana 

dan pihak yang kekurangan dana. Pihak yang kelebihan (deposan) 

menanamkan uangnya pada bank dalam bentuk deposito, tabungan, dan 

produk-produk simpanan bank lainnya, sedangkan pihak yang kekurangan 

dana (debitur) memperoleh bantuan kaungan dari bank dalam bentuk 

pinjaman. 

 Adanya periode pengembalian pinjaman menimbulkan resiko yang 

sangat besar yang mungkin ditanggung oleh bank terhadap ketidakpastian 

tentang pelunasan pinjaman debitur. Munculnya kredit bermasalah 

selanjutnya dapat mempersulit bank untuk memenuhi kewajibannya kepada 

deposan. Dalam praktiknya, banyak faktor yang menyebabkan debitur 

mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank atau bank 
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kesulitan memulihkan kredit dari debitur, seperti penolakan pendapatan 

bisnis debitur, hilangnya bisnis atau penerbangan debitur pengutang. 

 Adanya beberapa unsur resiko yang dapat menyebabkan ketidakpastian 

maka dari itu diperlukan suatu pengamana kredit dalam suatu Bank, baik 

yang bersifat preventif maupun represif. Tujuan adanya pengamanan ini 

adalah untuk menghilangkan resiko atau setidaknya memperkecil resiko 

yang mungkin timbul. Dan untuk meyakinkan kesesuaian praktek dalam 

perkreditan dengan kebijakan perkreditan bank, diperlukan suatu prosedur 

pemberian kredit yang baik. Namun dengan adanya prosedur pemberian 

kredit yang baik diharapkan terjadinya praktek-praktek perkreditan yang tidak 

sehat dapat dihindari. 

 Menurut Gede dan Marhaeni (2017) Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah 

kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

dalam bentuk modal kerja, investasi, dan fasilitas penjaminan untuk usaha 

produktif, layak dan yang tidak memenuhi persyaratan bank. Maksud dan 

tujuan pemerintah atas kebijakan KUR untuk mempercepat pengembangan 

yang benar serta pemberdayaan UMKM, dalam mengangkat akses 

pembiayaan kepada UMKM, Koperasi sebagai mengatasi kemiskinan dan 

membuka peluang kesempatan kerja. 

 Prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dimulai dari adanya 

pengajuan permohonan kredit, proses analisis kredit, proses pencairan 

kredit, sampai dengan proses umpan balik pelaksanaan kredit. Di dalam 

konsep pemberian kredit ini mengikuti alur proses kredit itu sendiri, maka 

dari itu harus didukung dengan prinsip kehati-hatian (Prudential Bangking) 
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dalam penyaluran kredit kepada masyarakat dan di harapkan tidak 

menimbulkan kredit bermasalah dikemudian hari dengan baik. Namun 

kenyataanya keberhasilan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat 

kurang diikuti oleh strategi penyaluran dana yang terarah, sehinga 

menimbulkan kredit macet dan sebagian bank telah melanggar dari batas 

maksimum pemberian kredit (legal lending limits) Ramadhanti, A.F (2022).  

Fenomena yang sering terdengar adalah kasus kredit bermasalah, yang 

mana kemungkinan hal tersebut diakibatkan oleh banyak sebab, misalnya 

seperti ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, prosedur 

pemberian kredit yang ternyata menyimpang atau tidak sesuai dengan 

prosedur bank tersebut, dan lain sebagainya. Untuk meminimalkan risiko 

tersebut, maka dalam menyalurkan kredit bank harus menggunakan prinsip 

kehati-hatian juga melakukan analisis pemberian kredit secara tepat. 

Penilaian kelayakan kredit dilakukan untuk menghindari tidak kembalinya 

kredit yang telah disalurkan kepada nasabah. Untuk mencegah terjadinya 

hal tersebut maka dalam pemberian kredit perlu adanya suatu sistem 

pengendalian internal yang baik. 

 Semakin berkembangnya dunia perbankan Indonesia dan sebagai 

upaya mengatasi dampak negatif dalam pemberian kredit seperti uraian di 

atas, maka perlu dilakukan suatu pengendalian di bidang perkreditan. 

Pengendalian dalam bidang perkreditan merupakan implementasi 

pengendalian internal yang dapat di terapkan dalam perbankan khususnya di 

bidang perkreditan. Tujuannya adalah untuk penjagaan atau pengawasan 

dalam pengelolaan bank dibidang perkreditan agar dapat di lakukan dengan 

baik serta dapat menghindari adanya penyelewengan. Didalam bentuk 
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pengendalian ini tidak hanya terlepas dari penjagaan saja, akan tetapi juga 

bagimana dengan agar usaha dibidang perkreditan tersebut dapat dihindari 

dari hal-hal yang boros baik itu waktu, tenaga ataupun dana. Dan untuk 

peningkatan efisiensi dan pengamanan terhadap harta bank tersebut, tentu 

administrasi perkreditan harus dapat diandalkan sehingga harus ada 

pengaturan terlebih dahulu mengenai pengendalian kredit yang diperlukan. 

 PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bantaeng Unit Bontomanai 

merupakan salah satu cabang unit dari Bank Rakyat Indonesia di Bantaeng 

yang memberikan pelayanan berupa pemberian kredit usaha untuk 

masyarakat setempat atau sering juga disebut dengan Kredit Usaha Rakyat 

atau KUR. Dalam pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), BRI 

Unit Bontomanai Cabang Bantaeng sering kali mengalami permasalahan 

dalam hal pemberian kredit salah satunya yaitu adalah kredit macet. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan 

hal yang sangat penting bagi bank, akan tetapi kerap kali pelayanan 

pemberian kredit mengalami kendala yang berujung pada tidak terbayarnya 

seluruh pinjaman oleh debitur kepada pihak bank, singkat kata, maka perlu 

adanya pengendalian internal pada bidang perkreditan yan baik. Oleh 

karena itu penulis tertarik untuk mengetahui pengendalian internal pada 

proses pemberian Kredit Usaha Rakyat yang dilakukan oleh PT. Bank 

Rakyat Indonesia (BRI) Unit Bontomanai Cabang Bantaeng sebagai salah 

satu unit cabang yang memberikan pelayanan kredit usaha bagi masyarakat 

dengan judul penelitian. “Evaluasi Terhadap Struktur Pengendalian 

Internal Atas Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. 
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Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) Tbk. Cabang Bantaeng Unit 

Bontomanai”. 

 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan adalah maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang perlu diketahui jawabannya dengan cara: 

Bagaimana Evaluasi Struktur Pengendalian Internal Atas Prosedur 

Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk. Cabang Bantaeng Unit Bontomanai. 

 
C. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini adalah 

bagaimana struktur pengendalian internal pemberian kredit usaha rakyat 

dalam mendukung berkembangnya praktik perkreditan yang sehat dan 

mencegah kredit bermasalah.   

 
D. Manfaat Penelitian 

  Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini akan menghasilkan 

manfaat penelitian sebagai berikut: 

1. sebagai proses pembelajaran pengendalian internal dan tata cara 

pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (Tbk). Unit 

Bontomanai Cabang Bantaeng. 

2. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan selain teori untuk praktek 

di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (Tbk). Unit Bontomanai Cabang 

Bantaeng. 
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3. Dapat menjadi bahan referensi bagi para praktisi, dosen, mahasiswa, 

dan para peneliti yang ingin mengembangkan penelitian. 
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BAB II 

                                  TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori 

1. Pengendalian Internal 

a. Pengertian Pengendalian Internal 

 Pengendalian internal adalah semua rencana organisasi, metode, 

pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk mengamankan 

harta kekayaanya, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi 

usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung 

dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Sistem 

pengendalian internal adalah pendekatan dan teknik yang melindungi 

tindakan dari bahaya. Menggunakan sistem pengendalian internal untuk 

mencegah penggelapan dan penyimpanan lebih efisien. Maka dari itu 

pemberian kredit usaha sangat penting bagi pihak bank.  Oleh karena itu, 

manajemen perusahaan harus membangun sistem kontrol yang baik 

terhadap tata cara pemberian kredit usaha.  

 Mengenai pendapat para ahli tentang Sistem Pengendalian Internal, ada 

beberapa contoh antara lain: 

a. Menurut Mulyadi (2019), Pengendalian internal adalah Sistem 

pengendalian internal yang memiliki struktur, metode, dan ukuran yang 

bekerja sama untuk melindungi aset organisasi, memeriksa keakuratan 

perhitungan, membuat data lebih mudah, meningkatkan efisiensi, dan 

mendorong keahlian manajemen. 
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b. Menurut Romney dan Steinbart (2022), Pengendalian Internal adalah 

rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk 

menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan andal 

mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta 

mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 

c. Menurut Baridwan (2017), pengendalian internal tidak hanya mencakup 

inspeksi tetapi juga semua alat pengawasan yang digunakan oleh 

manajemen. Istilah "pengendalian internal" hanya mengacu pada 

prosedur yang dipengaruhi oleh teknologi informasi organisasi dan 

departemen sumber daya manusia untuk mendukung tujuan tertentu. 

d. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2018) Pengendalian Internal 

adalah suatu sistem yang mengatur semua metode dan ketentuan 

perusahaan yang terorganisir untuk mengamankan asetnya, 

memverifikasi keakuratan data akuntansi, dan meningkatkan 

produktivitas. 

e. Menurut Drs. Amin Widjaja Tunggal (2020) Pengendalian internal 

adalah suatu proses yang digunakan dewan komisaris, manajemen, dan 

karyawan entitas lainnya untuk memberikan keyakinan yang memadai 

tentang tiga kelompok tujuan berikut: a) Keandalan pelaporan 

keuangan; b) Efisiensi dan efektivitas operasi; dan c) Kepatuhan 

terhadap hukum dan peraturan. 

f. menurut Krismaji (2021) Pengendalian Internal (Internal Control) adalah 

rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau 

melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat 

dipercaya. meliputi metode, ukuran, dan struktur organisasi. Langkah-
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langkah ini dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan perusahaan, 

memeriksa keakuratan dan keterbatasan data akuntansi, meningkatkan 

efisiensi, dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. 

g. Menurut (Hayes et al., 2017) pengendalian internal adalah proses. 

Pengendalian bukan sebuah peristiwa atau situasi, tapi serangkaian 

tindakan yang meresap ke dalam aktivitas-aktivitas entitas. Tindakan-

tindakan tersebut menyebar ke seluruh bagian dan melekat pada cara 

manajemen menjalankan bisnis. 

h.  Menurut (Steinbart dan Romney, 2019) pengendalian internal adalah 

sebuah proses karena ia menyebar keseluruh aktivitas pengoperasian 

perusahaan dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen 

pengendalian internal memberikan jaminan memadai dan menyeluruh 

yang sulit dicapai dan terlalu mahal. 

i. Menurut (Rama dan Jones, 2018) Suatu prosedur yang bertujuan untuk 

memberikan jaminan yang wajar kepada dewan direksi, manajemen, 

dan karyawan lainnya tentang tujuannya dikenal sebagai pengendalian 

internal. 

 Dari definisi pengendalian internal di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pengendalian intern adalah suatu proses kebijakan dan prosedur yang 

ditetapkan oleh individu untuk memberikan jaminan yang memadai untuk 

mencapai tujuan tertentu yang saling terkait. Diharapkan dengan penerapan 

pengendalian intern dalam setiap operasional bisnis perusahaan, tidak 

terjadi lagi tindakan-tindakan kecurangan yang merugikan bisnis, seperti 

penipuan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. 
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b. Tujuan Pengendalian Internal 

 Tujuan pengendalian internal adalah memiliki pilihan untuk memberikan 

kepastian yang sah dan masuk akal bahwa setiap bank harus 

menyelesaikan suatu pengendalian untuk membatasi penyimpangan yang 

akan terjadi. Sementara itu, menurut Mulyadi (2002:178) Ada dua bagian 

tujuan pengendalian internal.  

a. Menjaga kekayaan organisasi  

1. Sistem otorisasi yang telah diterapkan merupakan satu-satunya cara 

agar aset organisasi dapat digunakan. 

2. Akuntabilitas organisasi atas aset tercatatnya dikontraskan dengan aset 

aktualnya..  

b. Mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi 

1. pelaksanaan transaksi melalui sistem O 

2. torisasi yang telah ditetapkan. 

3. pencatatan transaksi terakhir dalam catatan akuntansi. 

c. Karakteristik dan Keterbatasan Pengendalian Internal 

a. Karakteristik Pengendalian Internal 

 Dalam pengendalian internal yang baik terdapat sebuah karakteristik 

yang meliputi beberapa hal seperti yang ada di bawah ini yaitu: 

1. strategi organisasi yang memungkinkan untuk membayar kembali 

tanggung jawab masing-masing fungsi dengan cara yang tepat. 
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2. sistem pencatatan yang baik dan struktur otoritas yang 

memungkinkan kontrol akuntansi yang memadai atas aset, 

kewajiban, pendapatan, dan biaya. 

3. Mengikuti praktek dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab 

setiap bagian organisasi. 

4. Pengamat harus memiliki kualitas yang sesuai dengan tugasnya. 

 Karakteristik yang baik akan menghasilkan pengendalian internal yang 

efisien. Rencana sistem otoritas harus dimasukkan dengan benar ke dalam 

pelaksanaan pekerjaan mereka untuk memastikan prosedur penyimpanan 

catatan yang tepat, praktik yang baik, dan kualitas pengamat. selain 

membuat pekerjaan lebih mudah dan pengendalian internal lebih efektif 

dalam mencapai tujuan. 

b. Keterbatasan Pengendalian Internal 

 Tujuan pengendalian internal mungkin tidak tercapai karena 

keterbatasan pengendalian internal. Keterbatasan yang melekat dalam 

pengendalian internal adalah sebagai berikut: 

1. Kesalahan dalam penilaian  

2. Gangguan 

3. Kolusi  

4. Pengabaian manajemen 

5. Manfaat versus biaya 

1. Kesalahan dalam penilaian  

Kesalahan dalam memperhitungkan keputusan bisnis yang dibuat saat 

melakukan tugas rutin yang dapat diselesaikan oleh manajemen atau 
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karyawan lainnya. Kesalahan semacam ini biasanya disebabkan oleh 

kurangnya informasi, kurangnya waktu, atau tekanan lainnya. 

2. Gangguan  

Terdapat kekeliruan dalam perintah, terjadi kesalahan akibat 

keterlambatan, dan personel atau sistem prosedur diubah untuk sementara 

atau permanen. 

3. Kolusi 

Kerja sama antar pihak terkait adalah kolusi, dimana para pihak 

seharusnya saling mengawasi tetapi malah bekerja sama untuk 

menyembunyikan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak 

sengaja. 

4. Pengabaian Manajemen  

Manajemen yang mengabaikan kebijakan dan prosedur yang diterapkan 

semata-mata untuk keuntungan pribadi menyebabkan gagalnya 

pengendalian intern. 

5. Manfaat versus biaya 

 Manfaat yang diharapkan dari penerapan pengendalian internal tidak 

dapat melebihi biaya yang dikeluarkan untuk penerapannya. 

d. Unsur-Unsur Pengendalian Internal 

 Ada beberapa komponen yang membentuk pengendalian internal, akan 

tetapi komponen sistem tersebut saling berhubungan. 
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 Menurut Mulyadi (2020) unsur- unsur pokok pengendalian internal 

adalah: 

1. Struktur organisasi spesifik adalah tanggung jawab yang fungsional. 

Kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit 

organisasi yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan pokok 

perusahaan adalah struktur organisasi. Misalnya, setiap fungsi 

dipisahkan untuk melakukan semua tahapan transaksi. 

2. Prosedur untuk menyimpan catatan dan sistem resmi yang 

melindungi aset, utang, pendapatan, dan biaya secara memadai. 

Setiap organisasi perlu mengembangkan suatu sistem yang 

mengatur pembagian kewenangan untuk setiap otorisasi transaksi. 

Keakuratan dan kompleksitas (keandalan) data yang dicatat dalam 

catatan akuntansi akan dipastikan dengan prosedur pencatatan 

yang efektif. Oleh karena itu, sistem otorisasi akan menjamin input 

akuntansi yang akurat. 

3. cara yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-

masing unit organisasi. Jika departemen tanggung jawab fungsional 

tidak menemukan cara untuk memastikan bahwa sistem otoritas 

yang ditetapkan dan prosedur pencatatan diikuti dengan benar, 

mereka tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. 

4. pegawai yang kinerjanya sesuai dengan tugasnya. 

 Menurut COSO (Commite of Sponsoring Organization) yang merupakan 

framework yang dibuat oleh sektor swasta dengan gabungan dari 5 

professional association yaitu: AICPA (The American Institute of Certified 

Public Accountants), AAA (The American Accounting Association), FEI 
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(Financial Executives International), IIA (The Institute of Internal Auditors), 

IMA (The Institute of Management Accountants), Pengendalian internal 

(internal control) terdiri atas 5 komponen, yaitu: 

1. Lingkungan pengendalian  

 Faktor manusia yang mencakup kompetensi, integritas, dan 

prinsip etika, merupakan inti dari setiap bisnis. filosofi dan metode 

manajemen; pendekatan yang diambil manajemen untuk 

melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya; 

pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia, serta 

fokus dan arahan Direksi. 

2. Penilaian Risiko  

 Perusahaan harus menyadari dan menanggapi risiko. Agar 

perusahaan dapat berfungsi secara terkoordinasi, persaingan harus 

terintegrasi dengan aktivitas keuangan lainnya. Selain itu, 

perusahaan  harus menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi, 

mengevaluasi, dan mengendalikan risiko terkait. 

3. Aktivitas Pengendalian  

 Tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari proses 

pengendalian kegiatan perusahaan pada setiap tingkatan dan unit 

struktur organisasi BUMN dikenal dengan kegiatan pengendalian. 

Kegiatan tersebut menyangkut kewenangan, wewenang, verifikasi, 

rekonsiliasi, evaluasi prestasi kerja, pembagian tugas, dan 

pengamanan aset. 
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4. Informasi dan Komunikas 

 Proses penyampaian laporan mengenai operasional, keuangan, 

dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dikenal dengan sistem informasi dan komunikasi. 

5. Monitoring 

 Monitoring adalah proses penilaian terhadap kualitas sistem 

pengendalian internal yang meliputi fungsi audit intern pada setiap 

tingkat dan unit dalam struktur perusahaan, sehingga dapat 

dilaksanakan secara maksimal kepada Direksi dan tembusannya 

diberikan kepada Komite Audit. 

2. Kredit 

a. Pengertian Kredit 

 Kata kredit berasal dari bahasa Yunani, credere yang berarti 

kepercayaan atau truth atau faith. Dalam hal ini yang berarti suatu kebenaran 

atau kepercayaan dimana seseorang memerlukan bantuan dalam bentuk 

permodalan dalam meningkatkan tingkat ekonomi seseorang dan ingin 

mengajukan suatu bentuk pernyataan pinjaman bantuan dari bank maupun 

lembaga keuangan bukan bank dalam bentuk tambahan modal inilah yang 

sering disebut dengan kredit. 

 Undang-undang Perbankan (UU No.) menyatakan bahwa 10 tahun 1998 

adalah “pengurusan uang atau surat-surat tagihan yang dapat disamakan 

dengan mengingat adanya kesepahaman kredit antara bank dan berbagai 

perkumpulan yang menyepakati persetujuan untuk mengurus kewajiban 

setelah jangka waktu tertentu dengan membayar bunga”. 
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 Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) mendefinisikan kredit 

sebagai “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

itu”, yang didasarkan pada suatu perjanjian pinjam meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang memungkinkan pihak perjanjian (debitur) untuk 

membayar utang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau 

ketidakseimbangan dalam pembagian keuntungan. 

 Adanya kepercayaan merupakan intisari dari istilah kredit. Selain itu, 

ada komponen tambahan yang bekerja sama untuk saling menguntungkan. 

Selain itu, dari sudut pandang kreditur, memanfaatkan modal melalui 

counterperformance merupakan bagian terpenting dari kegiatan perkreditan 

saat ini. Namun dari sisi debitur, kreditur membantu menutupi kebutuhan 

melalui prestasi. 

b. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

 Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit yang disponsori pemerintah 

atau layanan pembiayaan yang ditawarkan oleh bank kepada usaha mikro, 

kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) atau usaha tanpa rekening bank 

yang memenuhi syarat. Dengan kata lain, usaha tersebut masih memiliki 

prospek usaha yang baik dan dapat mengembalikan pinjaman tersebut. KUR 

sendiri mencakup berbagai jenis usaha, terutama yang bergerak di bidang 

industri produktif seperti pertambangan, pertanian, perindustrian, perikanan, 

dan kelautan. Diharapkan semua jenis usaha dapat menawarkan berbagai 

kemudahan kepada masyarakat. 
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c. Unsur- Unsur Kredit 

 Berikut ini adalah unsur-unsur yang ada di dalam pemberian kredit 

menurut (Purnamawati, 2020) menyatakan sebagai berikut: 

1. Kepercayaan  

Pemberian pinjaman memiliki  keyakin bahwa uang, barang atau jasa 

yang diberikan sebagai kredit akan diterima lagi di masa depan. Koperasi 

menunjukkan kepercayaan ini setelah melakukan penyelidikan internal dan 

eksternal terhadap pelanggan di masa lalu. 

2. Kesepakatan 

 Sebagaimana tertuang dalam suatu perjanjian, perjanjian tersebut 

merupakan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan penerima 

kredit dimana para pihak memenuhi hak dan kewajibannya. 

3. Jangka waktu 

 Kredit menetapkan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya 

untuk jangka waktu pelunasan kredit, bisa jangka pendek, jangka 

menengah, atau jangka panjang, yang disepakati oleh kedua belah pihak. 

4. Resiko  

  Resiko merupakan segala sesuatu yang berdampak negatif. Risiko 

kredit tidak tertagih (kredit macet) dapat muncul ketika ada masa tenggang. 

Risiko meningkat secara proporsional dengan panjang kredit. 
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5. Balas jasa  

  Insentif yang dikenal sebagai bunga untuk memberikan kredit atau 

layanan disebut kompensasi. Keuntungan bank juga berupa kompensasi 

berupa biaya administrasi kredit dan bunga. 

d. Jenis-Jenis Kredit 

  Menurut Ade Onny Siagian (2021) jenis-jenis kredit jika dilihat dari segi 

kredit antara lain adalah: 

1. Dilihat dari segi kegunaan, 

a. Kredit investasi untuk perluasan usaha, pembangunan proyek baru, 

atau rehabilitasi pabrik. 

b. Kredit Modal Kerja untuk peningkatan produksi yang berkaitan 

dengan operasional. biaya yang terkait dengan prosedur manufaktur 

perusahaan. 

2. Dilihat dari segi tujuan 

a. Kredit Produktif Digunakan untuk perbaikan, usaha, atau investasi, 

jika dilihat dari segi tujuan. Kredit ini diberikan untuk mengirimkan 

tenaga kerja dan produk 

b. Kredit konsumtif dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan usaha. 

c. Kredit perdagangan digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk 

membeli barang yang pembayarannya diharapkan dari penjualan. 

Kredit yang diberikan kepada para pedagang untuk membiayai 

kegiatan perdagangannya dikenal dengan kredit perdagangan. 
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3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu  

a. Pinjaman dengan jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling 

lama satu tahun yang biasanya digunakan untuk modal kerja 

b. Kredit dengan jangka menengah jangka waktu pinjaman berkisar 

antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya diberikan 

untuk modal kerja dan investasi. 

c. Kredit dengan jangka waktu pelunasan yang panjang kredit dengan 

jangka waktu pengembalian yang panjang disebut dengan kredit 

jangka panjang. 

4. Dilihat dari Segi Jaminan  

a. Kredit yang dijamin adalah kredit yang disertai dengan jaminan 

Jaminan yang diberikan oleh calon debitur akan menjaga setiap 

kredit yang diberikan. 

b. Kredit tanpa jaminan adakah kredit yang diberikan tanpa agunan 

dengan imbalan barang tertentu atau perorangan yang diberikan 

berdasarkan sifat, prospek usaha, dan loyalitas calon debitur. 

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha  

a. Pinjaman untuk usaha perkebunan atau perkebunan rakyat disebut 

kredit pertanian. 

b. Kredit peternakan dalam hal ini untuk jangka pendek, seperti 

kandang ayam atau kandang sapi atau kambing. 

c. Kredit industri adalah jenis kredit yang digunakan untuk membiayai 

usaha besar, menengah, atau kecil. 
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d. Kredit pertambangan merupakan kredit perusahaan pertambangan. 

Dia biasanya membiayai perusahaan pertambangan jangka panjang, 

seperti pertambangan minyak, timah, atau emas. 

e. Kredit Pendidikan merupakan kredit yang dapat diberikan untuk 

membangun prasarana dan sarana pendidikan atau kepada siswa 

sebagai kredit. 

f. Kredit untuk profesi merupakan kredit yang diberikan untuk para 

kalangan profesi seperti guru, dokter, dan pengacara menerima 

kredit. 

g. Pinjaman perumahan kredit yang biasanya berjangka panjang dan 

digunakan untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah. 

e. Fungsi Kredit 

 Menurut Kasmir dalam buku (Purnamawati, 2020) Kredit dalam 

kehidupan keuangan sekarang dan selanjutnya dalam pertukaran memiliki 

kemampuan yang menyertai antara lain: 

1. Meningkatkan daya guna uang  

 Uang dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya 

melalui kredit, para pelaku usaha menikmati kredit yang diberikan 

untuk memperluas atau memperbesar usahanya ataupun memulai 

usaha baru. 

2. Meningkatkan arus dan lalu lintas uang  

 Uang yang dikeluarkan atau disalurkan akan dikirim ke tempat 

lain sehingga tempat yang kekurangan uang bisa mendapatkan 

uang lebih banyak dengan mendapatkan pulsa. 
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3. Meningkatkan kemanfaatan barang  

 Kredit yang dihibahkan dapat digunakan untuk mengolah barang 

yang tidak dibutuhkan atau dimanfaatkan oleh debitur. 

4. Meningkatkan peredaran barang 

 Kredit dapat menambah atau memperlancar arus barang dari 

satu daerah ke daerah lain, sehingga mengakibatkan bertambahnya 

atau bertambahnya jumlah barang yang beredar di daerah lain. 

5. Alat stabilitas ekonomi, 

 kredit dapat membantu masyarakat membeli lebih banyak dari 

apa yang mereka butuhkan dan membantu negara mengekspor 

barang ke negara lain untuk meningkatkan cadangan devisanya. 

6. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat  

 Pelaku usaha akan selalu berhubungan dengan baik untuk 

memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya, 

kredit yang diterima digunakan untuk memperbesar volume usaha 

dan produktivitasnya. 

7. Meningkatkan pemerataan pendapatan  

 Kredit dapat digunakan untuk pemerataan pendapatan, 

maksutnya jika suatu kredit disalurkan untuk membangun usaha 

baru maka akan semakin memperkecil nilai pengangguran.  

8. Alat hubungan ekonomi internasional  

 Kredit yang disalurkan dari satu negara ke negara lain akan 

meningkatkan hubungan internasional, karena akan meningkatkan 

kerja sama pula di berbagai bidang serta terciptanya perdamaian 

dunia. 
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3. Prosedur Pemberin Kredit Usaha Kecil 

  Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan 

secara umum antara bank satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. 

Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana tujuan 

bank serta persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-

masing (Suyatno, dkk: 2022). 

 Secara umum prosedur dapat dipahami sebagai langkah atau tahapan 

yang harus dilakukan sesuai dengan petunjuk atau pedoman yang 

ditetapkan untuk digunakan dalam suatu organisasi untuk mengarahkan 

pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan organisasi. Sebaliknya, 

Prosedur adalah urutan pekerjaan klerikal yang diatur untuk memastikan 

perlakuan yang seragam dari transaksi bisnis yang sering terjadi dan 

biasanya melibatkan banyak individu dalam satu atau lebih. Tujuan utama 

dari prosedur ini adalah untuk memudahkan bank mengevaluasi kelayakan 

aplikasi kredit untuk mencegah kredit bermasalah. 

 Adapun prosedur/tahap pemberian kredit usaha kecil terbagi menjadi 2 

tahap yaitu:  

a. Tahap Permohonan Kredit  

 Nasabah pemohon harus melengkapi pernyataan awal ini untuk 

mengajukan pinjaman atau kredit, yaitu dengan terlebih dahulu 

mengajukan surat permohonan dan mengisi daftar isian yang 

disediakan oleh bank. 
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b. Tahap Analisis Kredit  

 Permohonan kredit yang sehat harus dilandasi dengan analisis 

yang cermat dan menyeluruh terhadap permohonan kredit pada 

tahap analisis kredit. Biasanya, penilaian umum harus dilakukan 

oleh bank dengan menggunakan 5C, sebagaimana dikemukakan 

oleh Rio Christianawan (2021). penilaian dengan 5C ini berisi 

tentang penilaian “character, capacity, capital, Collateral, Condition” 

adalah sebagai berikut:  

a. Character 

Melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon debitur atau 

nasabah yang mengajukan pembiayaan. Kriteria character ini 

akan dilihat dari due diligence yang dilakukan oleh pihak kreditur. 

Dari karakter ini dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon 

debitur atau penjamin tersebut, apakah pernah memiliki catatan 

buruk sebelumnya. 

b. Capacity 

Capacity atau kerap disebut juga dengan capability, yaitu 

penilaian pada kemampuan calon debitur dalam memenuhi 

kewajiban pembiayaan. Kriteria ini dilihat dari bagaimana debitur 

dan atau penjaminnya tersebut menjalankan usahanya atau 

seberapa besar penghasilan yang diterima setiap bulannya. Jika 

pihak kreditur menilai bahwa debitur dan atau penjaminnya 

tersebut tidak memiliki kemampuan cukup untuk memenuhi 

kewajiban pembiayaannya, besar pembiayaan tersebut akan 

ditolak.  
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c. Capital  

Modal yang dimiliki calon debitur, yang khususnya diberlakukan 

pada debitur yang meminjam dengan peruntukan usaha atau 

bisnisnya dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki oleh 

debitur tersebut. Selain itu, pihak kreditur juga dapat melihat 

bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan debitur 

dan atau penjaminnya untuk kemudian dijadikan acuan apakah 

memang layak diberikan pembiayaan. 

d. Collateral  

Jaminan yang diberikan pada calon debitur saat mengajukan 

pembiayaan pada kreditur. Sesuai dengan namanya, jaminan ini 

akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak kreditur jika 

nantinya debitur tidak dapat membayar kewajiban pembiayaan. 

Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik 

ataupun nonfisik lebih besar jumlahnya dari pembiayaan yang 

diberikan. 

e. Condition  

Kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus 

pada bidang usaha yang dijalankan debitur. Jika memang kondisi 

perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak 

menjanjikan, biasanya kreditur akan mempertimbangkan kembali 

dalam memberikan pembiayaan. Hal ini terkait kembali dengan 

bagaimana kemampuan debitur dan atau penjaminnya dalam 

memenuhi kewajiban pembiayaan yang tentu terpengaruhi atas 

kondisi ekonomi. 
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c. Tahapan Keputusan Kredit  

 Setelah tahapan tersebut dan proses rekomendasi dari pejabat 

bank terkait, tahapan keputusan kredit dapat diselesaikan dengan 

keputusan disetujui atau ditolak. Sebaliknya, surat klaim akan 

dikirimkan bersama dengan aplikasi jika ditolak. Sedangkan jika 

kredit diberikan, akan dibuat perjanjian kredit yang merinci jenis 

kredit, jumlah kredit yang diberikan, jangka waktu, biaya yang harus 

dibayar, suku bunga, jaminan kredit, dan rincian lainnya. Kredit juga 

dapat diperoleh setelah surat yang diperlukan telah diambil. 

Tergantung dari syarat dan tujuan kredit, kredit ini dapat digunakan 

secara bertahap atau sekaligus. 

Bank akan mencatat penarikan kredit debitur sebesar pokok 

kredit. Kepala kredit adalah saldo kredit yang telah digunakan oleh 

peminjam dan belum diganti oleh pemegang utang. Saldo kredit adalah 

istilah lain untuk pokok kredit ini. Hal ini juga sejalan dengan apa yang 

dilakukannya sendiri di Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan 

(2001: “Kredit diakui pada saat pencairan pokok kredit” sebagaimana 

dinyatakan dalam II.8A.2) Dalam dalam rangka pembiayaan bersama, 

kredit diakui sebesar pokok kredit yang merupakan tagihan bank. 

Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (2001: “Pada 

saat akad kredit, bank akan mendapat provisi kredit, yaitu biaya-biaya 

yang harus dibayar debitur pada saat kredit telah disetujui,” disebutkan 

dalam III.8A.8 .Dengan mengurangi jumlah yang ditentukan dari kas 

atau rekening pelanggan, bank akan menandainya sebagai kredit. 
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Selain itu, sejumlah uang akan dibayarkan untuk mengurangi hutang 

atas fasilitas kredit yang belum dimanfaatkan oleh debitur. 

4. Pengendalian Internal Atas Pemberian Kredit 

a. Pengertian Pengendalian Internal Pemberian Kredit 

 Pengendalin kredit yang dikenal sebagai pengendalian internal 

pemberian kredit digunakan untuk mencegah gagal bayar kredit dan 

menyelesaikan gagal bayar kredit. Tujuan pengendalian kredit adalah untuk 

memastikan bahwa kredit diberikan secara teratur, produktif dan lancar. 

Lancar dan bermanfaat dicirikan sebagai kredit yang dapat dihapus bersama 

dengan bunga sesuai kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak. 

b. Tujuan Pengendalian Internal Pemberian Kredit  

Tujuan utama pengendalian intern perkreditan adalah untuk 

mengarahkan kegiatan perkreditan guna mengurangi jumlah kredit macet 

dan kegagalan kredit. 

c. Tahap-Tahap Pengendalian Internal Pemberian Kredit 

Penyusunan dan pengembangan pedoman yang diperlukan dan 

kegiatan pengendalian internal merupakan dua tahap yang 

direkomendasikan dari tahap pengendalian internal, menurut Narotama dan 

Wirawan Radianto. 

1. Agar departemen-departemen tersebut dapat melaksanakan 

pekerjaannya dengan benar, cepat, dan tepat, maka diperlukan 

pedoman penyusunan dan pengembangan yang dilakukan oleh 

beberapa departemen. Manual sistem seksional akan digunakan 

untuk membuat dan mengirimkan dokumen ini. 
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2. Kegiatan satuan pengendalian internal dalam berbagai dimensi 

waktu disebut sebagai kegiatan pengendalian internal. Setiap 

transaksi, setiap hari, setiap bulan, atau secara berkala 

membutuhkan penyelesaian beberapa aktivitas pengendalian 

internal. Unit pengendalian intern wajib membuat laporan 

pengendalian internal setelah selesainya pengendalian. 

d. Jenis-jenis Pengendalian Internal Pemberian Kredit 

Ada tiga kategori berbeda dari pengendalian internal yang berlaku: 

pengendalian internal rutin, pengendalian program internal, dan 

pengendalian internal khusus. 

1. Pengendalian internal rutin 

 Dalam pengendalian internal harian, pengendalian internal rutin 

dapat dilakukan di setiap departemen kredit, divisi umum, bagian 

dana kas umum, dan departemen pembukuan. 

2. Pengendalian Program Internal  

 Dalam rangka pengendalian program internal, setiap program 

perusahaan telah dilakukan pengendalian internal. Untuk menjamin 

bahwa program tersebut sesuai dengan rencana yang telah disusun, 

pengendalian intern harus berfungsi. Pengendalian penerimaan dan 

pengeluaran kas, evaluasi program, dan program pengendalian 

manajemen adalah contoh-contoh pengendalian yang dapat 

diterapkan. 
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3. Pengawasan internal khusus  

 Ketika pemimpin (direktur) meyakini bahwa pengendalian 

internal khusus diperlukan, maka pengendalian internal tersebut 

dilaksanakan sesuai dengan instruksi khusus. 

 

B. Tinjauan Empiris 

 Ayu dan Nyoman (2018), pengendalian internal, pemberian kredit. 

Dengan menggunakan metode deskriptif atau kualitatif, hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan kredit tersebut diberikan pada PT. BPR dengan 

menggunakan pengendalian internal. Kesulitan yang dihadapi antara lain: 

jaminan hilang, karakter buruk, dan analisa kredit yang tidak tepat. Upaya 

yang telah dilakukan adalah: Rescheduling, reorganisasi, reconditioning, dan 

billing dilanjutkan. 

 Artining dan Adi (2017) evaluasi, sistem pengendalian internal, kredit, 

Pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk gambaran sistem pengendalian 

internal PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Seririt 

menunjukkan kecukupan dan kualitas sistem pengendalian internalnya. 

Metode uji kepatuhan stop-or-go sampling menggunakan atribut sampling 

untuk menunjukkan sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit di 

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Seririt dikatakan 

berjalan dengan baik. 

 Amirah (2020), Pemberian kredit, dan metode sistem pengendalian 

internal, baik kuantitatif maupun kualitatif, termasuk prosedur pemberian 

kredit dan sistem pengendalian internal PT. Bank Mega Cabang Makassar 
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sangat baik dan jelas. PT. Bank Mega Cabang Makassar harus menyiapkan 

cara khusus untuk menemukan dan menelusuri penyimpangan dalam 

operasional, keuangan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dengan nasabah, 

debitur, dan pihak eksternal lainnya. 

 Weni (2019), pengendalian internal, kolektibilitas kredit. Metode analisis 

deskriptif kuantitatif (regresi dan kolerasi) Hasil penelitian pada PT. BPR 

Universal Mandiri Puncak menunjukkan hubungan antara pengendalian 

internal dan kolektabilitas kredit sebesar 0,9176 atau 91.76% yang 

menunjukan bahwa adanya hubunga yang kuat dan positif antara 

pengendalian internal dengan kolektabilitas kredit. Sementara pengaruh 

variable x dan variable y sebesar 0,8281 atau 82,81% dengan persamaan 

regresi yang terbentuk Y= 0,675 + 0,85X dan setelah dilakukan pengujian 

hipotesis ternyata keduanya berpengaruh signifikan. 

 Putu dan Ketut (2022), jenis-jenis pengendalian internal, prosedur 

umum, struktur pengendalian internal, kolektibilitas, kredit bermasalah. 

Metode analisis deskriptif atau kuantitatif (regresi linear berganda), hasil 

penelitian mengemukakan bahwa struktur pengendalian internal kredit 

berpengaruh negatif dan signifikan pada kredit bermasalah BPR di 

Kabupaten Buleleng, sedangkan untuk jenis-jenis, prosedur umum 

pengendalian internal dan kolektibilitas kredit tidak berpengaruh signifikan. 

 Atriani dan Maryana (2017) Dampak Pengendalian Internal Terhadap 

Pemberian Kredit (Survei pada PT. Mandala Multifinance Tbk. Kota 

Lhokseuma) melalui penggunaan analisis data kuantitatif. Persetujuan kredit 

dipengaruhi secara signifikan oleh pengendalian internal. Ada hubungan 
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yang kuat antara pinjaman dan pengendalian internal. Keterkaitan antara 

pemberian kredit pada PT. Mandala Multifinance Tbk. Kota Lhokseuma 

dapat dijelaskan dengan pengendalian internal. 

 Dhamar Dimas Prasadhana, Ni Luh Gede Erni Sulinda wati, SE. Ak, 

M.Pd, Ni Kadek Sinarwa ti,S.E.,M.Si., Ak.3 (2017) Pengendalian Internal 

Pemberian Kredit Usaha Kecil Mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. , Unit Banyuatis Dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif atau deskriptif. 1) Kondisi, prosedur, dan proses pemberian kredit 

kepada usaha mikro, kecil, dan menengah menunjukkan bahwa sistem 

aplikasi kredit baik. 2) Hasil observasi yang dilakukan mengenai penerapan 

pengendalian intern pemberian kredit kepada usaha mikro, kecil, dan 

menengah dikatakan cukup baik. 3) Sistem Pengajuan Kredit dan 

Penerapan Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Kepada Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah Sudah Efektif. 

 Ammia Safitri (2021) Berdasarkan analisis wawancara dengan pihak 

internal bagian perkreditan, maka dilakukan pengujian efektivitas 

pengendalian internal terhadap kinerja kredit pada Bank Perkreditan Rakyat 

Kedung Arto Kota Semarang dengan menggunakan metode penelitian 

pengendalian organisasi deskriptif atau kualitatif. Berdasarkan analisis dari 

wawancara dengan pihak internal bagian kredit, pengendalian dokumentasi 

secara teoritis efektif. Berdasarkan analisis wawancara dengan pihak 

internal bagian kredit, pengendalian akuntabilitas secara teoritis efektif. 

 Sonia Dwi Fatiah, Darminto, M.G. Wi Endang NP (2020) Upaya 

Pengendalian Internal: Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit 
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Usaha Rakyat (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit 

Sukun Malang), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif atau 

deskriptif. Menurut temuan penelitian, mantri melakukan dua fungsi secara 

bersamaan. kelengkapan file. Ketika kredit tidak dapat diproses atau ditolak, 

bukti proses penolakan kredit tidak mencukupi, dan masih belum ada 

sertifikat penolakan kredit dengan alasan penolakan kredit. 

 Maya Cintya, Siti Maria Widayati Septarin a Prita (2022) Dengan 

menggunakan metode penelitian deskriptif atau internal kualitatif control 

terhadap kegiatan perkreditan di Bank UMKM Cabang Jember, Evaluasi 

Pengendalian Internal Dalam Mendukung Efektivitas Sistem Perkreditan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus Bank UMKM Cabang 

Jember) telah beberapa kelemahan, tetapi pengendalian secara keseluruhan 

telah beroperasi secara efektif. 

 

C. Kerangka Pikir 

 Dari kerangka pikir yang ada pada gambar dibawah ini, bahwa 

penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai 

Cabang Bantaeng dengan menggunakan struktur pengendalian internal atas 

prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR) sebagai alat untuk 

menyediakan data informasi dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh 

menyediakan data serta informasi mengenai nasabah yang melakukan 

permohonan pinjaman kredit usaha rakyat. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Suatu metode 

penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau 

peristiwa seperti yang terjadi. Prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa bahasa lisan atau tulisan dari orang-orang atau perilaku 

yang dapat diamati, meskipun metode yang digunakan bersifat kualitatif. 

 

B. Fokus Penelitian 

 Penelitian ini berfokus pada evaluasi terhadap struktur pengendalian 

internal atas prosedur pemberian kredit usaha rakyat pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai. 

 

C. Situs dan Waktu Penelitian 

 Penelitian memerlukan tempat dan waktu untuk memperoleh data dan 

informasi yang dibutuhkan, maka dari itu penulis memilih tempat penelitian 

pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai. 

Penulis akan mengupayakan penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 2 

bulan pada bulan Mei sampai Juli 2023. 
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D. Jenis dan Sumber Data 

 Dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis data yaitu adalah: 

1. Data primer  

Data primer mengacu pada informasi yang dapat diperoleh 

langsung dari hasil wawancara dengan staf kredit atau karyawan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kredit 

2. Data sekunder  

Data yang dapat diperoleh dari dokumen pendukung seperti 

pemberian kredit, struktur organisasi organisasi, dan riwayat singkat 

merupakan contoh data sekunder. 

 

E. Informan 

 Adapun informan dalam penelitian ini adalah: 

1. Kepala unit perusahaan Bank BRI Unit Bontomanai. 

2. Mantri Bank BRI Unit Bontomanai. 

3. Karyawan Bank BRI Unit Bontomanai. 

 

F.  Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Metode pengumpulan data dari ruang lingkup penelitian dari 

dokumentasi internal perusahaan adalah dokumentasi. 



36 
 

 
 

2. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung 

kepada pihak yang berkepentingan yang ada pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bontomanai Cabang Bontomanai. 

Untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya, proses 

wawancara dilakukan secara formal dan menyeluruh. Penelitian ini 

melakukan wawancara dengan manajer unit dan karyawan 

perusahaan. 

3. Kajian observasional dan pencatatan terhadap fenomena yang 

menjadi obyek kajian dalam kajian ini merupakan observasi. 

 

G. Teknik Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat proses dan 

setelah selesainya pengumpulan data. Pada saat wawancara, peneliti sudah 

melakukan analisis terhadap jawaban dari para narasumber yaitu kepala unit 

dan staf perusahaan. Serta mengumpulkan data sekunder yang diberikan 

oleh perusahaan dan melakukan observasi secara langsung. 

 Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisisi data 

kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, 

bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.  

1. Reduksi Data  

 Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 
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mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir 

dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. 

Hasil observasi penelitian kualitatif akan diperoleh banyak data yang 

berupa catatan-catatan narasi dilapangan. Catatan-catatan itu 

bukanlah data yang akan ditampilkan begitu saja dalam laporan 

penelitian, tetapi harus melalui proses reduksi.  

2. Penyajian Data  

 Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi 

disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan 

kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif 

(berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. 

Penyajian data dimaknai sebagai sekumpulan informasi tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilantindakan. Dengan mencermati penyajian data, penelitian 

akan lebih mudah memahami yang sedang terjadi dan apa yang akan 

dilakukan.  

3. Penarikan Kesimpulan  

 Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis 

data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat 

digunakan untuk mengambil tindakan.  

 Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, 

dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 
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berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 

awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian  

1. Sejarah Singkat PT. Bank Rakyat Indonesia 

 Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah 

yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja 

dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche 

Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", 

suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan 

Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, 

yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.  

 Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai 

Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang 

mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat 

terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian 

Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat 

Indonesia Serikat.  

 Pada tahun 1960 Peleburan BRI, BKTN, & NHM, pada waktu itu melalui 

PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan 

(BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan 

Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan 
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Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank 

Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. 

Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 

tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. 

Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan 

(BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang 

Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor 

Impor.  

 Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan UndangUndang Perbankan No. 7 

tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 kedudukan BRI 

berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di 

tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah 

Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi 

perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk. yang masih digunakan sampai dengan saat ini. 

2. Visi dan Misi Bank BRI  

a. Visi Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng 

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan 

nasabah 

b. Misi Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng 

1. Memberikan yang terbaik  

 Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dmengutamakan 

pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk 

menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. 
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2. Menyediakan pelayanan yang prima  

 Memberikan pelayanan prima dengan fokus kepada nasabah 

melalui sumber daya manusia yang profesional dan memiliki budaya 

berbasis kinerja (performance-driven culture), teknologi informasi 

yang handal dan future ready, dan jaringan kerja konvensional 

maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip operational 

dan risk management excellence.  

3. Bekerja dengan Optimal dan Baik  

 Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada 

pihakpihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan 

memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik Good 

Corporate Governance yang sangat baik. 

3. Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi merupakan salah satu pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi serta wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota 

organisasi pada setiap pegawai, demikian struktur organisasi dilakukan 

dengan cara yang sederhana dan efektif agar dapat bekerja dengan baik. 

Selain itu, organisasi biasa disebut sebagai struktur atau bagan organisasi. 

Dengan ini gambar skematis dari hubungan kerja antara orang-orang 

didalamnya dalam organisasi untuk pencapaian tujuan organisasi.  

 Demikian pula dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit 

Bontomanai melakukan pekerjaan itu masing-masing sesuai dengan tugasnya 

dan satu sama lain saling berhubungan dan berupaya menciptakan suasana 

kerja yang disiplin dan dinamis untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. 
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Mantri 

Kepala Unit 

Oleh sebab itu, organisasi harus mampu menggambarkan dengan jelas setiap 

fungsi dan bagian yang ada pada organisasi. 

 Bagan struktur organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Cabang Bantaeng Unit Bontomanai dapat dilihat bahwa semua tugas 

perencanaan berada dibawah satu tangan, demikian halnya dengan komando, 

wewenang, dan pengawasan. Adapun struktur organisasi PT. Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai dapat dilihat pada bagan 

dibawah ini: 

 

 

 

      

 

 

                                 

 

Gambar 2.2 Stuktur Organisasi 
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4. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab  

1. Kepala Unit (KAUNIT)  

1) Memimpin Kantor BRI Unit dalam rangka menjamin kelancaran 

operasional BRI Unit.  

2) Melakukan Pelayanan Prima (baik pihak extern maupun intern) untuk 

mencapai kepuasan nasabah dan keamanan bank.  

3) Mengendalikan dan memecahkan masalah sistem operasional BRI 

Unit agar tidak menghambat pelaksanaan operasional.  

4) Mengendalikan sistem administrasi pembukuan BRI Unit untuk 

keamanan dan pelayanan operasional.  

5) Memeriksa dan menyetujui transaksi pembukuan.  

6) Memeriksa semua kelengkapan bukti kas & dokumen lainnya setiap 

akhir hari.  

7) Mengendalikan kualitas pelayanan kepada nasabah untuk 

meningkatkan kepuasan nasabah:  

a. Mengawasi kelancaran pelayanan kepada nasabah.  

b. Turut membantu menyelesaikan permasalahan keluhan nasabah.  

c. Secara aktif memantau kegiatan nasabah dan memastikan bahwa 

nasabah telah dilayani dengan baik.  

8) Menjamin keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor BRI Unitnya 

untuk kenyamanan nasabah.  

9) Memonitor dan menganalisis laporan – laporan BRI Unit untuk 

keperluan penentuan kebijakan manajemen yang disampaikanmelalui 

AMBM.  
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2. Teller (Receptionist bank).  

1) Melakukan pelayanan kepada nasabah atau calon nasabah dengan 

sebaik-baiknya untuk kepentingan BRI  

2) Memastikan kelancaran dan ketepatan pelayanan penerimaan 

setoran dan pembayaran dari dan ke nasabah untuk kepentingan 

bisnis BRI. 

3) Memastikan keamanan dan kecocokan uang kas yang ada dalam 

ruang Teller untuk kelancaran pelayanan nasabah. 

4) Memastikan kelengkapan bukti-bukti kas tunai dan OB yang berada 

dalam pengawasannya untuk menghindari penyimpangan kas Teller.  

5) Menangani pelayanan langsung kepada nasabah seperti penyetoran 

dan pengambilan uang dari rekening, pembukaan dan penutupan 

rekening, dan administrasi peminjaman ataupun pembayaran hutang. 

3. Customer Service / CS KUR  

1. Memberikan pelayanan administrasi kepada nasabah atau calon 

nasabah, dan nasabah yang akanmenggunakan jasa perbankan 

lainnya di BRI Unit dengan sebaik-baiknya dalam rangka 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah Menatausahakan 

register yang berkaitan dengan proses pelayanan pinjaman untuk 

kelacaranpengelolaan pinjaman.  

2. Menatausahakan register pemberantasan tunggakan untuk 

mendukung kelancaran kegiatan pemberantasan tunggakan.  

3. Membuat dan mengadministrasikan laporan-Iaporan BRI Unit untuk 

keperluan penentuan kebijakanmanajemen yang disampaikan kepada 

Kaunit dan Kanca.  
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4. Mantri 

1. Menganalisadan memeriksa permintaan pinjaman dan mengusulkan 

putusan pinjaman agar pinjamanyang diberikan layak dan aman bagi 

bank. 

2. Melaksanakanpembinaan terhadap nasabah pinjaman dan simpanan 

dalam rangka meningkatkan danmempertahankan kualitas aset.  

3. Memperkenalkan dan memasarkan produk-produk BRI Unit dan untuk 

mencapai profit yang maksirnal. 

4. Melaksanakan pemberantasan tunggakan dan mengusulkan langkah-

Iangkah penanggulangannya untuk meningkatkan kualitas pinjarnan.  

5. Pramubakti  

Petugas ini bertanggung jawab atas kebersihan dan kenyamanan kantor.  

6. Satpam  

 Satpam bertanggung jawab atas keamanan di sekitar kantor bank, mulai 

dari parkir, kenyamanan pelanggan dan keamanan gedung bank. 

7. Penjaga Malam  

Petugas ini bertanggung jawab atas keamanan gedung bank pada malam 

hari. 

 

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan melakukan penelitian secara 

langsung dikantor BRI Unit Bontomanai Cabang Bantaeng yang dilakukan pada 
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bulan Mei sampai Juni serta hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis 

dengan Kepala Unit, Mantri dan Customer service KUR, maka penulis dapat 

mengemukakan bahwa proses pemberian KUR dilakukan secara bertahap yaitu 

sebagai berikut: 

1. Struktur Pengendalian Internal Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit 

Bontomanai Cabang Bantaeng Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) 

Struktur pengendalian internal di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit 

Bontomanai Cabang Bantaeng membantu pihak perusahaan sebelum 

mengambil keputusan, yang dibagi menurut pembagian tanggung jawab masing-

masing terkait dengan struktur organisasi perusahaan. Serta struktur 

pengendalian internal ini juga dirancang dengan tujuan untuk menjaga keamanan 

dan catatan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi dan 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dengan adanya struktur 

pengendalian internal ini dapat menjadi salah satu alat bantu manajemen dalam 

meningkatkan efektivitas perusahaan dalam memberikan analisis, rekomendasi, 

bimbingan serta riview informasi dalam pemberian kredit. Namun untuk lebih 

memperjelas fokus penelitian ini, ada 2 dimensi dari perancangan hingga 

pengendalian operasional PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai Cabang 

Bantaeng sebagai berikut: 

a. Perencanaan  

Saat perencanaan dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), bank 

memberikan syarat-syarat kepada calon nasabah sebelum memberikan 
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pinjaman, dilihat dari hasil wawancara bapak A sebagai PJS pengganti kepala 

unit bahwa: 

“Kami di bank menetapkan persyaratan bagi calon nasabah untuk 

mendapatkan pinjaman. persyaratan nasabah untuk mendapat KUR yakni: 

a. Usaha sudah berjalan (minimal 6 bulan) 

b. Pendaftaran komersial sun-wilayah atau kotamadya (tempat 

tinggal)  

c. Membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan KTP  

d. Jaminan (menyesuaikan)  

e. Bebas biaya dan premi asuransi 

Kemudian wawancara yang dilakukan dengan ibu F selaku mantri di Bank 

Bri Unit Bontomanai Cabang Bantaeng, menyatakan bahwa: 

“syarat-syarat yang perlu diperhatikan calon nasabah untuk permohonan 

kredit yaitu: 

a. Usaha sudah berjalan selama 6 bulan 

b. Surat keterangan usaha 

c. Kartu keluarga, KTP, buku nikah (jika sudah menikah), jika belum 

menikah usianya minimal 21 tahun keatas, sedangkan kalau sudah 

menikah tidak ada batasan usia 

d. Bebas biaya 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, terdapat poin-poin khusus dalam 

persyaratan pengajuan pinjaman yang diajukan oleh calon nasabah yang 

dipertimbangkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Bontomanai Cabang 

Bantaeng Khususnya dalam penerbitan kredit usaha rakyat (KUR). 
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Gambar 2.3 Bagan Prosedur Pemberian Kredit 

 

Gambar 2.3 merupakan bagan prosedur pemberian KUR terdapat tahap-tahap 

yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai cabang Bantaeng 

yaitu:  
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 Calon nasabah mengajukan pinjaman lampiran dokumen seperti fotokopi 

kartu tanda penduduk suami istri, fotokopi kartu keluarga dan surat keterangan 

usaha dari instansi terkait.  

a. Pihak customer service melakukan verivikasi kelengkapan berkas sesuai 

dengan berkas yang diserahkan oleh calon nasabah.  

b. Kepala unit melakukan pengecekan memo terhadap berkas calon 

nasabah.  

c. Mantri melakukan survey kelayakan usaha kepada para calon nasabah. 

d. Kepala unit memberi keputusan terkait calon nasabah apakah layak 

diberikan kredit atau tidak.  

e. Costumer service mengimplementasikan keputusan kepala unit kepada 

calon nasabah. 

Selanjutnya wawancara yang dilanjutkan oleh ibu T selaku mantri: 

 “Sebelum kredit diberikan kepada calon nasabah, terlebih dahulu kami 

melihat besaran usaha calon nasabah, kemudian jika usahanya cukup 

besar kemudian berkembang maka kita lihat seberapa besar kesanggupan 

nasabah dalam membayar pinjaman tersebut atau Repayment Capacity 

(RPC), jadi untuk BRI pinjamannya 100% dari RPC. Jadi terlebih dahulu 

menghitung RPCnya dan kemudian dapat menentukan berapa banyaknya 

pinjaman yang diberikan.” 

Kemudian wawancara dengan bapak A selaku PJS (pengganti kepala unit). 

 “Jumlah minimal dan maksimal berasal dari kemampuan nasabah 

membayar atau melunasi (RPC) dengan memperhitungkan pendapatan 

dan pengeluaran nasabah.” 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam merencanakan prosedur sebelum 

memberikan kredit usaha rakyat, Bank memberikan perhatian khusus untuk 
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memberikan informasi kepasa manajemen sebelum Bank melakukan survey 

terhadap nasabah. 

b. Pengendalian Operasional 

 Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai Cabang Bantaeng 

berawal dari proses implementasi strategi yang dilakukan bank tersebut sebagai 

bagian dari survey calon nasabah, sebagaimana dapat dilihat dalam wawancara 

dengan bapak A selaku PJS pengganti kepala unit. 

 “saat mengumpulkan informasi, Mantri mengunjungi nasabah secara 

langsung apakah usahanya sesuai dengan sertifikat komersial dan 

menentukan penggunaan kreditnya yang artinya untuk apa nasabah akan 

menggunakan kredit tersebut,  karena di BRI ada 2 jenis kredit untuk KUR  

yaitu untuk investasi dan modal kerja (modal usaha), jika untuk modak 

usaha dengan tambahan usaha apabila penanaman modal tersebut dapat 

digunakan untuk merehabilitas lokasi atau perolehandal usaha.” 

Selanjutnya, wawancara dengan ibu T sebagai Mantri menyatakan bahwa: 

 “kemudian ditentukan tingkat kemampuan membayar atau RPC nasabah 

dan dihitung berapa tingkat kemampuan membayar kemudian ditentukan 

berapa jumlah yang harus diberikan kepada nasabah. Setelah Mantri 

menyelesaikan survey, Mantri melaporkan hasil surveynya kepada kepala 

Unit sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan,” 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka struktur pengendalian internal 

mampu mengendalikan dan mengukur serta mengelolah informasi yang 

dibutuhkan pimpinan untuk mengambil keputusan pada saat pemberian Kredit 

Usaha Rakyat (KUR). 
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2. Prosedur Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

  PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai Cabang Bantaeng memiliki 

beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon debitur sebelum 

mengajukan pinjaman yaitu sebagai berikut: 

Hasil wawancara dengan ibu T selaku Mantri, yaitu: 

 “Prosedur yang pertama itu prosedur administrasi, jadi sebelum kredit itu 

pasti ada permohonan dulu. Yang pertama, dilihat apakah dia layak untuk 

diberikan kredit dan dilihat dari segi usia kreditur, jika dia belum menikah 

minimal usianya itu harus 21 tahun keatas karena dia sudah secara umum 

layak untuk mengambil kredit.” 

 “Terus prosedur yang kedua dilihat dari segi kelengkapannya yaitu dari 

segi KTP, KK, NPWP, Surat Keterangan Usahanya. Setelah itu kita lanjut 

ke proses selanjutnya yaitu proses pemberian kredit dan proses pemberian 

kreditnya dapat dilihat dari hasil surveynya, dan setelah proses survey 

selesai dan dikatakan layak untuk membayar dengan jumlah tertentu 

akhirnya kita lanjut ke proses pencairan kredit” 

3. Permasalahan dan pengambilan keputusan Dalam Pemberian Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) 

  PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai Cabang Bantaeng sering 

kali menemukan permasalahan-permasalahan dalam pemberian kredit 

kepada debitur dimana permasalahan tersebut berupa terjadinya kredit macet 

dan lain sebagainya. BRI Unit Bontomanai cabang bantaeng memiliki 3 format 

yang berfokus pada pengambilan keputusan dalam pemberian kredit yaitu 

sebagai berikut: 
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a. Penemuan Masalah 

Hasil wawancara dengan bapak A selaku PJS (pengganti Kepala Unit) 

menyatakan bahwa: 

“Saat meminjamkan sering kali terjadi kredit yang buruk, yang menjadi 

kendala bagi pihak Bank.” 

Kemudian wawancara dengan ibu T selaku Mantri, yaitu: 

“Salah satu kendala yang sering terjadi di pihak Bank yaitu terjadinya kredit 

macet” 

Berdasarkan hasil wawancara diatas jika karyawan Bank mengetahui 

adanya masalah pada nasabah yang menunjukan tanda-tanda keterlambatan 

pembayaran, karyawan harus segera memberikan informasi tersebut kepada 

bagian pengembangan kredit tersebut agar terus memantau pelunasan 

kreditnya. 

b. Pemecahan Masalah 

 Hasil wawancara dengan ibu T yang berprofesi sebagai Mantri mengatakan: 

 “Sudah disepakati dalam SPH (Surat Pengakuan Hutang), surat itu 

menyatakan berapa pinjaman yang diminta nasabah, berapa tahun 

nasabah mengambil pinjaman, berapa pelunasannya, tanggal berapa dia 

membayar, dan bagaimana cara dia membayarnya.” 

 Wawancara selanjutnya dengan bapak A selaku PJS: 

 “Ketika debitur dibatasi oleh kredit macet, kami melakukan penyelesaian 

rutin atau perbaikan kredit ketika debitur meninggal. Jika debitur 

meninggal dunia, dialihkan kepada anak atau keluarga untuk membayar 

sisa utang debitur yang meninggal. Pemograman ulang utang atau 

Restrukturisasi juga bias. Biasanya mereka juga mendapatkan SP (Surat 

Peringatan) dan menarik jaminan usahanya.” 
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 Kemudian bapak A melanjutkan wawancara sebagai PJS: 

 “Dan jika peringatan kredit macet kepada nasabah sudah tidak 

terkendala, maka pihak kami akan mempertimbangkan untuk memberikan 

pinjaman lagi. Karena jika macet, karena usaha masih bias dilayani jika 

debitur sudah melunasi sisa hutang yang lama maka akan diberikan lagi 

pinjaman dan adapun debitur yang tidak bisa diberikan kembali pinjaman 

jika karakter nasabahnya tidak bagus karena dalam pemberian kredit 

karakternya harus diperiksa terlebih dahulu karena meskipun usaha 

debitur lancar, tetapi tidak membayar secara teratur pihak BRI tidak dapat 

menerbitkan kembali kredit.” 

  Berdasarkan hasil wawancara diatas, langkah-langkah yang diterapkan 

Bank adalah identifikasi nasabah, analisis pencatatan dan pelaporan. Jika 

terjadi kemacetan dalam pembayaran pinjaman, bank menerapkan penagihan 

rutin dan penyesuaian kredit. Langkah ini sesuai dengan Restrukturisasi, Bank 

memperpanjang periode pembayaran pinjaman. Setelah dilakukan 

pengecekan terhadap pemeriksaan hasil pihak bank akan melakukan 

eksekusi jika nasabah tidak dapat melakukan pembayaran cicilan maka pihak 

bank akan melpakukan SP (Surat Peringatan) kepada nasabah yang telah 

dikonfirmasi belum melakukan pembayaran. Maka pihak bank akan 

membatalkan pinjaman sesuai kesepakatan yang dibuat nasabah dengan 

pihak bank sehubungan dengan pengajuan pinjaman.  

c. Pengambilan Keputusan 

  pengambilan keputasan adalah tindakan yang dilakukan pihak bank 

berdasarkan infomarsi yang diberikan oleh bagian akuntansi untuk mengambil 

keputusan terbaik dalam proses pengambilan keputusan. Hal itu dapat dilihat 
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dari hasil wawancara dengan bapak A sebagai PJS PT. Bank Rakyat 

Indonesia Unit Bontomanai Cabang Bantaeng menyatakan bahwa: 

 “kepala unit memutuskan proses pengambilan keputusan sebelumnya 

mantri langsung mendatangi nasabah dan kemudian mantri memberikan 

informasi kepala kepala unit tentang calon nasabah.” 

 Kemudian Pak A menyatakan bahwa: 

“sebelum memutuskan kelayakan calon kredit bank akan mengkaji kriteria 

calon yang layak menerima KUR.” 

  Kemudian ibu T menyatakan bahwa: 

 “Berikut adalah kriteria-ketiteria yang dilihat sebelum melakukan 

pengambilan keputusan.” 

a. Character (karakter) artinya kita melihat walaupun usahanya besar tetapi 

karakter nasabah tersebut tisak baik, maka bisa dijadikan tolak ukur untuk 

pemberian kredit. 

b. Capacity (kapasitas) artinya dilihat dari pengalaman debitur dalam 

mengelola usahanya. 

c. Condition (kondisi) artinya digunakan untuk mempredikisi prospek 

usuha kedepan agar dapat mengantisipasi resiko kebangkrutan. 

d. Colleteral (Agunan) dalam KUR sekarang agunan tidak masuk 

dalam keriteria. 

 Dalam tahap pengambilan keputusan PT. BRI Bontomanai Cabang  

Bantaeng bisa dikatakan memenuhi proses pengambilan keputusan 

yang efektif. 
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2. Pembahasan  

 Hasil dari penelitian bahwa struktur pengendalian internal ini juga 

berperan penting dalam pemberian kredit usaha rakyat dan juga dirancang 

dengan tujuan untuk menjaga keamanan data akuntansi dan mendorong 

dipatuhinya kebijakan manajemen. Struktur pengendalian internal ini juga 

dapat menjadi salah satu alat bantu manajemen dalam meningkatkan 

efektivitas perusahaan dalam memberikan analisis, rekomendasi dalam 

pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai Cabang 

Bantaeng, dimana dalam penelitian ini memiliki beberapa fokus yang menjadi 

inti penelitian yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Standar Operasional Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bantaeng Unit 

Bontomanai 

 1. Prosedur Permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. BRI Unit 

Bontomanai Cabang Bontomanai 

a. Dokumen yang harus dipenuhi debitur dalam permohonan Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) antara lain fotocopy KTP, Kartu Keluarga, 

agunan asli objek yang dibiayai. Sedangkan dokumen yang harus 

dipenuhi oleh pihak BRI berupa Formulir Permohonan Kredit (FPK), 

dan Lembar Analisa Kredit. 

b. Petugas yang bertanggungjawab atas permohonan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) adalah customer service. 

c. Prosedur Permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. BRI 

Unit Bontomanai Cabang Bantaeng 
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1) Pendaftaran harus dilakukan di kantor BRI Unit setiap jam kerja. 

Calon debitur langsung datang ke kantor BRI Unit terdekat 

dengan membawa dokumen syarat (fotocopy KTP, KK, dan 

Agunan Asli) untuk permohonan kredit.  

2) Customer service menerima pengajuan permohonan kredit dari 

calon debitur dan memeriksa kelengkapan dokumen syarat calon 

debitur antara lain copy KTP, KK, serta tanda bukti agunan 

objek yang dibiayai  misalnya BPKB kendaraan bermotor atau 

Surat Hak Milik. 

3) Customer service menyiapkan Formulir Permohonan Kredit (FPK) 

yang diberikan kepada debitur untuk di lengkapi dan di isi tentang 

data debitur, besarnya plafond kredit serta maksud dan tujuan 

kredit. 

4) Memproses data calon debitur ke Sistem Informasi Debitur (SID) 

untuk memastikan calon debitur tidak terikat dengan kredit 

program pemerintah lainnya.Jika terikat kredit dengan program 

lain maka dokumen permohonan kredit di kembalikan ke debitur 

jika tidak terikat maka permohonan kredit dilanjutkan. 

5) Jika tidak terikat dengan kredit lain selanjutnya menyiapkan LAK 

yang di gunakan mantri untuk peninjauan lokasi ke tempat usaha 

debitur. 

6) Semua dokumen dijadikan satu dalam map dan diserahkan ke 

mantri untuk proses analisa kredit lebih lanjut. 

2. Prosedur Analisa Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai 
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a. Dokumen yang digunakan dalam prosedur analisa Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng 

Unit Bontomanai adalah LAK, FPK, dokumen syarat dari debitur, dan 

LH
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b. S.  

c. Petugas yang berwenang dalam pelaksanaan analisa kredit adalah 

mantri dan Ka Unit.  

d. Prosedur analisa Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang 

Bantaeng Unit Bontomanai  

1) Bagian Mantri 

a) Mantri menerima dokumen permohonan kredit dan CS untuk 

analisa lebih lanjut. 

b) Mantri datang ke tempat usaha calon debitur untuk survei 

tempat usaha serta wawancara dan membuat LHS. 

c) LHS dijadikan satu kedalam map beserta dokumen 

permohonan kredit untuk memberi rekomendasi kredit dari 

hasil survei.  

d) Semua dokumen dijadikan satu kedalam map untuk 

diserahkan ke Ka Unit yang berwenang memberi keputusan 

apakah kredit ditolak atau disetujui. 

2) Bagian Ka Unit 

a) Ka Unit menerima dokumen analisa kredit dan permohonan 

kredit dari mantri. 

b) Ka Unit melakukan rekomendasi ulang dan mengambil 

keputusan kredit. 

c) Jika hasil keputusan negatif (kredit ditolak) maka semua 

dokumen permohonan kredit dikembalikan kepada debitur. 

d) Jika hasil keputusan positif maka Ka Unit melakukan approve 

pada LAS. 
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e) Semua dokumen kredit disetujui dikembalikan ke bagian mantri 

untuk diverifikasi ulang. 

3) Bagian Mantri 

a) Bagian mantri menerima dokumen kredit disetujui dari Ka Unit. 

b) Mantri melakukan verifikasi ulang putusan Ka Unit pada LAS. 

c) Semua dokumen dijadikan satu ke dalam map dan diserahkan 

ke bagian CS untuk proses pencairan kredit. 

3. Kebijakan Prosedur Pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. 

Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai 

a. Dokumen yang digunakan dalam pencairan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) PT. Bank Rakyat Indonesi Cabang Bantaeng Unit Bontomanai 

adalah LHS, FPK, LAK, Dokumen syarat permohonan kredit, SPH, 

dan KP. 

b. Petugas yang berwenang dalam pelaksanaan pencairan kredit 

adalah CS dan Teller. 

c. Prosedur pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai. 

1) Bagian Customer Service 

a) Customer Service menerima dokumen dari mantri. 

b) Customer Service menghubungi debitur untuk pengikatan 

kredit. 

c) Customer Service menyiapkan dokumen dari mantri. 

d) Debitur datang ke bank untuk melakukan pengikatan kredit. 

e) Mencatat data-data debitur dalam daftar pinjaman. 

f) Semua dokumen diserahkan kembali ke bagian mantri. 
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g) Customer Service menyiapkan SPH rangkap dua untuk 

debitur dan arsip bagi bank. 

h) Customer Service membacakan isi SPH dihadapan debitur 

dan di tandatangani Ka Unit. 

i) Selanjutnya menyiapkan kwitansi pinjaman untuk pencairan 

kredit sebanyak tiga lembar dan di tandatangani oleh debitur, 

Ka Unit dan CS. 

j) SPH lembar pertama diserahkan ke debitur, lembar kedua 

diserahkan ke mantri untuk di arsip dan kwitansi pinjaman 

diserahkan ke teller untuk pencairan kredit. 

2) Bagian Teller 

a) Teller menerima KP rangkap tiga dari CS. 

b) Teller memberi cap pada KP dan menyiapkan sejumlah uang 

sebesar kredit yang disetujui. 

c) KP lembar pertama diserahkan ke debitur beserta sebesar 

jumlah kredit yang disetujui. Dan KP lembar kedua dan ketiga 

dijadikan bukti untuk proses pencatatan. 

4. Prosedur Pencatatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai  

a. Dokumen yang digunakan dalam pencatatan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit 

Bontomanai adalah LHS, FPK, LAK, Dokumen syarat permohonan 

kredit, SPH, dan KP. 

b. Petugas yang berwenang dalam pencatatan KUR adalah Teller dan 

Mantri. 
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c. Prosedur pencatatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai. 

1) Bagian Teller 

a) Dari bukti KP kemudian di jurnal melalui program IBS.  

b) KP lembar kedua diarsip teller dan lembar ketiga diserahkan 

ke bagian mantri untuk diarsip. 

2) Bagian Mantri 

    Menerima dokumen dari Customer Service dan kwitansi 

pinjaman dari teller untuk diarsip. 

2. Evaluasi Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. 

Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai 

a. Prosedur Permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai 

Prosedur Permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang 

dilaksanakan di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit 

Bontomanai sudah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sudah terdapat pemisahan 

fungsi dalam melakukan permohonan kredit yang dilaksanakan oleh 

customer service, dokumen yang bersangkutan dengan permohonan 

kredit sudah lengkap dan dalam pelaksanaan prosedur permohonan 

kredit sudah berjalan sesuai ketentuan dan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk.  

Sehingga dengan dilaksanakannya prosedur permohonan 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sesuai dengan kebijakan PT. Bank 
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Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. maka resiko terjadinya kerja sama 

antara debitur dengan petugas yang berwenang dapat dihindari untuk 

meloloskan permohonan kredit. Karena sudah dilaksanakan oleh 

petugas yang cakap dan berwenang dalam permohonan kredit. 

b. Prosedur Analisa Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai  

Prosedur analisa Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang 

dilaksanakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit 

Bontomanai sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sudah dilakukan survei 

langsung ke tempat usaha calon debitur yang melakukan permohonan 

KUR. Ka Unit sudah melakukan analisis ulang terhadap data debitur 

sesuai hasil analisa mantri sebagai bahan untuk pengambilan 

keputusan kredit apakah calon debitur layak mendapatkan kredit atau 

tidak.  

Dengan demikian resiko kredit macet dapat dihindari karena 

dalam pelaksanaan analisa sudah ditangani oleh fungsi yang terkait 

dan diotorisasi oleh pihak yang berwenang sehingga ada pihak yang 

bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan analisa kredit.  

c. Prosedur Pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai 

Prosedur pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai yang 

dilaksanakan sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pejabat yang berwenang 
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sudah dilakukan oleh customer service dan teller. Dokumen yang 

digunakan sudah sesuai meskipun terdapat satu kekurangan yaitu 

SPH yang seharusnya dibuat rangkap hanya dibuat satu saja yang 

disimpan sebagai arsip bank sedangkan debitur tidak mempunyai 

SPH yang dapat digunakan sebagai cross check jika terjadi 

perbedaan besarnya kredit, angsuran atau bunga yang telah 

disepakati. 

Dengan dilaksanakannya prosedur pencairan yang sesuai 

dengan aturan yang telah ditetapkan maka kecurangan antara debitur 

dengan pihak yang terkait dalam proses pencairan kredit dapat 

dihindari karena sudah dilaksanakan oleh fungsi yang berwenang dan 

telah dilakukan otorisasi yaitu teller sudah memberi cap dan tanda 

tangan sebagai keabsahan kwitansi pinjaman dan sudah 

menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan nominal yang tertera di 

kwitansi pinjaman sesuai dengan kredit yang disetujui.  

d. Prosedur Pencatatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai  

Pelaksanaan prosedur pencatatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantaeng Unit Bontomanai 

sudah sesuai dengan aturan dan kebijakan dari PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. yaitu pencatatan sudah melakukan system 

BRI Online. Dokumen yang digunakan sudah lengkap sesuai aturan 

yang diterapkan. 

Dengan dilaksanakannya prosedur pencatatan yang sesuai 

maka resiko terjadi kesalahan pencatatan sangat kecil karena sudah 
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dilakukan oleh petugas yang berwenang sehingga ada yang 

mengontrol dalam pelaksanaan pencatatan kredit. 

3. Struktur Pengendalian Internal Pada PT. BRI Unit Bontomanai Cabang 

Bantaeng Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

  Struktur pengendalian internal ini berfokus pada 2 dimensi yaitu sebagai 

berikut: 

 a. Perencanaan    

  Saat perencanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pihak bank 

memberikan ketentuan kepada calon debitur sebelum diberikan pinjaman 

dalam persyaratan pemberian kredit yang diajukan oleh calon nasabah, 

terdapat poin-poin tertentu yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh 

PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai Cabang Bantaeng terutama 

pada prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu: 

 a. Memiliki usaha yang sudah berjalan selama 6 bulan  

b. Membuat surat keterangan usaha dari kelurahan/kecamatan 

c. Membawa fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK) 

d. Membawa fotocopy surat nikah (bagi yang sudah menikah) 

e. Tidak sedang menerima kredit produktif perbankan 

f. Membawa fotocopy dokumen jaminan  

 b. Pengendalian Operasional 

 Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai Cabang 

Bantaeng muncul dari proses penerapan strategis yang dilakukan oleh 
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pihak bank Bersama dengan survey calon nasabah sebelum pihak bank 

mengambil keputusan. 

4. Permasalahan dan pengambilan keputusan Dalam Pemberian     Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) 

  Permasalahan dan pengambilan keputusan dalam pemberian Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) ini memiliki 3 fokus dimensi yaitu sebagai berikut: 

 a. Penemuan Masalah 

  Pihak bank dapat melihat dimana jika karyawan bank 

mengidentifikasi masalah nasabah yang menunjukkan tanda-tanda 

tunggakan, staf harus segera memberitahu bidang pengembangan  kredit 

agar nasabah tetap terkendali selama periode pembayaran. 

 b. Pemecahan Masalah  

  Langkah-langkah yang digunakan oleh pihak bank dalam 

mengidentifikasi, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi 

nasabah jika terjadi kemacetan dalam pembayaran pinjaman maka bank 

akan menerapkan pengambilan rutin dan penyesuaian kredit. Langkah ini 

sesuai dengan restrukturisasi agar bank memperpanjang periode 

pembayaran pinjaman. Jika nasabah tidak dapat melakukan cicilan, bank 

akan memeriksa hasilnya kemudian menerbitkan surat peringatan (SP) 

kepada nasabah yang telah dikonfirmasi belum melunasi pinjamannya. 

c. Pengambilan Keputusan 

 Pengambilan keputusan adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak bank 

berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak manajemen untuk 
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menetapkan keputusan terbaik dalam proses pengambilan keputusan. Pada 

tahap pengambilan keputusan, PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai 

Cabang Bantaeng telah memenuhui tahaptahap pengambilan keputusan yang 

efektif. 

 Berdasarkan keputusan diatas dapat disimpulakan bahwa, PT. Bank 

Rakyat Indonesia Unit Bontomanai Cabang Bantaeng berusaha menerapkan 

dengan baik semua Langkah yang ada untuk meningkatkan pelayanannya. 

Dalam usahanya, PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai Cabang 

Bantaeng mampu mencapai tujuan pinjaman yang efisien dengan 

menerapkan prosedur yang ada untuk memungkinkan pimpinan membuat 

keputusan yang sesuai dengan pemberian kredit. Dengan demikian, dapat 

dikaitkan bahwa sistem akuntansi manajemen terutama dalam pengambilan 

keputusan, PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai Cabang Bantaeng 

merupakan alat bantu yang sangat penting bagi manajemen dalam 

pengambilan keputusan. 

 Hasil penelitian ini hampir sama dengan penelitian tedahulu Amirah 

(2020), Pemberian kredit, dan metode sistem pengendalian internal, baik 

kuantitatif maupun kualitatif, termasuk prosedur pemberian kredit dan sistem 

pengendalian internal PT. Bank Mega Cabang Makassar sangat baik dan 

jelas. PT. Bank Mega Cabang Makassar harus menyiapkan cara khusus untuk 

menemukan dan menelusuri penyimpangan dalam operasional, keuangan, 

dan kepatuhan terhadap kebijakan dengan nasabah, debitur, dan pihak 

eksternal lainnya. Selain itu, berbeda halnya dengan penelitian terdahulu, 

Sonia Dwi Fatiah, Darminto, M.G. Wi Endang NP (2020) Upaya Pengendalian 

Internal: Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Studi 
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Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sukun Malang), dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif atau deskriptif. Menurut temuan 

penelitian, mantri melakukan dua fungsi secara bersamaan. kelengkapan file. 

Ketika kredit tidak dapat diproses atau ditolak, bukti proses penolakan kredit 

tidak mencukupi, dan masih belum ada sertifikat penolakan kredit dengan 

alasan penolakan kredit. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada 2 

variabel sehingga dapat dilihat bahwa struktur pengendalian internal dalam 

pemberian kredit sudah mampu mencapai tujuan secara efektif dengan 

menjalankan prosedur-prosedur yang sudah ada sehingga pimpinan dapat 

melakukan pengambilan keputusan yang sesuai dengan pengambilan kredit.
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BAB V 

 PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Setelah mengevaluasi pengendalian internal pemberian kredit usaha 

rakyat di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai Cabang Bantaeng, 

dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian pengendalian internal pada 

bank ini sudah baik untuk menunjang efektivitas sistem pemberian kredit 

usaha rakyat dan sesuai dengan kajian teori prosedur pemberian kredit.  

Meskipun pihak Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai Cabang Bantaeng 

sudah menjalankan prosedur kredit dengan baik tapi tidak bisa dipungkiri 

bahwa masih timbul kredit bermasalah dikemudian hari yang disebabkan baik 

itu dari internal perusahaan maupun dari debitur/calon debitur. Kredit 

bermasalah disebabkan oleh salah satu faktor yang harus dikenali secara dini. 

 

B. Saran  

1. Sebaiknya Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai Cabang Bantaeng 

mempertegas lagi penerapan prinsip kehati-hatian yang telah ditetapkan 

pada prosedur pemberian kreditnya, karena masih banyaknya pemohon 

kredit/calon kreditur yang memberikan informasi yang kurang benar untuk 

mendapatkan jumlah kredit yang diinginkan. tindakan ini upaya untuk 

mengurangi resiko terjadinya kredit bermasalah.  

2. Sebaiknya Bank Rakyat Indonesia Unit Bontomanai Cabang Bantaeng 

lebih memperhatikan analisis terhadap prospek usaha dan sumber 
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pendapatan lainnya dari kreditur. Karena ini akan menentukan bagaimana 

kemampuan kreditur untuk membayar kembali kewajibannya.  

3. Kurangnya tenaga kerja pada unit ini sehingga biasanya terjadi 

kelambatan pada pencairan dan KUR. Contohnya pada bagian teller yang 

seharusnya ditambah lagi satu orang karena, kewalahan akan pencairan 

kredit dan pelayanan umum nasabah. 
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Transkip Wawancara 

1. Nama      : Deddy Bestari 

    Jabatan   : Kepala Pimpinan 

 

No Pertanyaan Respon 

1 Apa saja syarat-syarat yang 

perlu diperhatikan calon 

nasabah dalam permohonan 

kredit? 

a) Usaha ada dan berjalan 

(min 6 bulan) 

b) Keterangan usaha dari 

kelurahan atau desa 

(domisili)  

c) Mempunyai fotocopy 

kartu keluarga dan KTP  

d) Jaminan (menyesuaikan)  

e) Bebas biaya dan biaya 

asuransi. 

2 Apakah ada jumlah atau 

nominal yang diberikan pihak 

bank terhadap nasabah yang 

diberikan kredit? 

Ada, jumlah nominal dan 

maksimal nanti dilihat dari 

kemampuan bayar nasabahnya 

atau Repayment Capacity 

(RPC) dengan menghitung dari 

pemasukan dan pengeluaran 

dari nasabah. 

3 Apa saja prosedur-prosedur 

yang perlu dipertimbangkan 

dalam pemberian kredit? 

Mantri mengunjungi langsung 

nasabahnya, apakah usahanya 

sesuai dengan yang tertera di 
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surat keterangan usaha. 

Menentukan penggunaan 

kreditnya yang artinya 

nasabahnya menggunakan 

kreditnya untuk apa, karena di 

BRI terdapat 2 macam kredit 

untuk KUR yaitu investasi dan 

modal usaha, kalau untuk modal 

usaha dengan tambahan modal 

usahanya, kalua investasi bisa 

sebagai perbaikan tempat 

usahanya ataupun pembelian 

sesuatu untuk modal usaha. 

4 Apakah ada kendala saat 

pemberian KUR? 

Pada saat pemberian kredit 

sering terjadi kredit macet yang 

merupakan kendala bagi pihak 

nasabah 

5 Apa saja langkah-langkah yang 

dilakukan oleh pihak bank ketika 

terjadi kredit macet? 

Melakukan penagihan rutin 

ataupun perbaikan kredit jika 

debitur meninggal disampaikan 

kepada anak ataupun keluarga 

untuk melunasi sisa hutang 

debitur yang meninggal. Bisa 

juga dilakukan reschedule atau 

penjadwalan ulang. Dan 
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biasanya juga diberikan SP. 

6 Jika seorang debitur telah 

menyelesaikan kredit macetnya, 

apakah pihak bank akan tetap 

memberikan kredit atau berpikir 

ulang? 

Tergantung, jika macet karena 

usaha masih bisa untuk dilayani 

jika debitur sudah melunasi sisa 

hutang yang lama baru dikasih 

kredit ulang dan Adapun debitur 

yang tidak bisa dikasihkan ulang 

kredit jika karakter nasabahnya 

tidak bagus, karena dalam 

pemberian kredit yang paling 

pertama dilihat yaitu karakter, 

karena walaupun usaha debitur 

besar tetapi tidak teratur dalam 

membayar maka BRI tidak bisa 

memberikan ulang kredit. 

 

2. Nama    : Abdi Azhari dan Tri 

    Jabatan : Mantri 

 

No Pertanyaan Respon 

1 Bagaimana pihak bank bisa 

mengetahui atau melihat kalau 

calon debiturnya mampu untuk 

membayar pinjaman kreditnya? 

Dilihat dulu dari besaran 

usahanya kemudian kalua 

usahanya besar dan kemudian 

berkembang, kemudian 

kemampuan bayarnya atau 
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Repayment Capacity (RPC), jadi 

kalau di BRI pemberian 

kreditnya 100% dari RPC, jadi 

RPC nya dulu di hitung baru 

bisa ditentukan berapa kredit 

yang bisa dikasihkan. 

2 Apa saja prosedur-prosedur 

yang perlu dipertimbangkan 

dalam pemberian kredit? 

Setelah itu ditentukan dan 

dihitung besaran kemampuan 

bayar nasabah atau RPC, 

berapa kira-kira kemampuan 

bayarnya kemudian ditentukan 

berapa jumlah yang dapat 

ditentukan untuk diberikan ke 

nasabahnya 

3 Bagaimana kriteria-kriteria 

nasabah yang berhak diberikan 

kredit usaha rakyat? 

Di BRI terdapat 5 kriteria yang 

bisa dikatakan sebagai 5C yaitu:  

a) Character (karakter) 

artinya kita lihat 

walaupun usahanya 

besar tapi kalau dilihat 

dari karakter orang tidak 

bagus maka akan di 

pertimbangkan untuk 

diberikan kredit.  

b) Capacity (kapasitas) 
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artinya melihat 

pengalaman debitur 

dalam mengelola usaha  

c) Capital (modal) artinya 

tingkat resiko yang siap 

di tanggung oleh pemilik 

dan keseriusan 

menjalankan usaha dan 

pembayaran kredit.  

d) Condition (kondisi) 

digunakan untuk 

memprediksi prospek 

usaha di masa yang 

akan dating dan prediksi 

risiko kemungkinan 

gagal bayar.  

e) Collateral (agunan), 

dalam KUR sekarang 

agunan tidak masuk 

dalam kriteria. 

4 Apakah ada perjanjian antara 

pihak bank dan nasabah pada 

saat proses pemberian kredit? 

Ada dituangkan dalam SPH 

(surat pengakuan hutang), di 

dalam surat sudah di jelaskan 

berapa kreditnya nasabah yang 

diterima, berapa tahun nasabah 
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mengambil kredit, angsurannya 

berapa, tanggal berapa dia 

membayar, kemudian tanggal 

berapa selesainya dan cara 

bayarnya bagaimana 

 

 

 

 

Dokumentasi dengan Ibu Tri selaku PJS ( Pengganti KA Unit) 
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Dokumentasi dengan Mantri BRI Unit Bontomanai cabang Bantaeng 
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